BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap transportasi yang terkoneksi dengan
kecanggihan teknologi seperti jasa transportasi online akan semakin
meningkat karena mobilitas individu dan barang antar suatu
tempat/wilayah yang meningkat pula. Oleh sebab itu, hadirnya jasa
transportasi online yang memberikan kemudahan akses menjadi solusi
bagi mobilitas masyarakat. Akan tetapi, banyaknya permintaan tersebut
tidak dibarengi dengan persiapan yang memadai yang sediakan oleh
perusahaan penyedia jasa layanan transportasi. Hal ini berakibat pada
driver yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan penyedia
jasa layanan transportasi yang sering mengalami atau mendapatkan
masalah dilapangan. Beberapa masalah tersebut diantara adalah Jam Kerja
yang tidak wajar, pendapatan yang tidak sesuai target, lemahnya
perlindungan kerja, hingga adanya kesenjangan hubungan kerja.

2. Upaya pemerintah kedepannya bentuk perlindungan tersebut harus
diwujudkan dalam bentuk poin atau pasal dalam klausul perjanjian
kemitraan yang kemudian akan disepakati secara bersama oleh perusahaan
dan driver sebagai mitra. Selain itu, kedepannya perlu adanya revisi UU
Ketenagakerjaan yang dapat megintrodusi kepentingan driver dan
perusahaan dalam bentuk hubungan kemitraan. Hal ini dikarenakan saat

ini UU Ketenagakerjaan hanya memuatan hubungan yang bersifat antara
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atasan dan bawahan. Akibatnya, UU Ketenagakerjaan susah untuk menjadi
payung hukum bagi para driver, padahal apabila melihat pada profesinya,
maka driver transportasi online juga merupakan pekerjaa yang lahir dari

adanyahubungan kerja berupa kemitraan antara driver dengan perusahaan.

B. SARAN

1. Banyaknya persoalan yang dihadapi oleh para driver dilapangan tersebut
seharusnya menjadi stimulan bagi perusahan untuk memberikan
perlindungan hukum yang lebih konkrit dan dirasakan oleh driver secara
langsung. Oleh Kkarenanya, kedepan perusahaan harus memberikan
perlindungan hukum berupa perlindungan internal dan perlindungan
eksternal kepada para driver. Perlindungan internal tersebut diantara
berupa kesepakatan jam kerja hingga jaminan sebagai tanggungjawab
profesi. Sementara itu, untuk perlindungan eksternal dapat dilakukan oleh
perusahaan dengan melakukan perlindungan preventif (mencegah
terjadinya masalah) dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak
keamanan, dan perlindungan represif (penyelesaian masalah) berupa
pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada driver yang menjadi
korban kejahatan atau driver yang menjadi pelaku karena desakan keadaan
dan situasi mempertahankan posisinya.

2. Pemerintah harus membuat Undang - Undang yang mengatur tentang
pengemudi transportasi online serta UU LLAJ perlu direvisi khususnya
pasal 151 dan 152 yang tidak mengklasifikasikan sepeda motor sebagai

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
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3. Pemerintah perlu mengatur sistem hubungan kerja perusahaan aplikasi dan
mitra pengemudi ojek daringnya. Kemunculan bisnis ini telah membentuk
sistem kerja jenis baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Keberadaan
UU Ketenagakerjaan tidak dapat menjangkau sistem kerja dalam ojek
daring sebab kontrak kerja dalam bentuk kemitraan. Padahal pola kerja
pengemudi ojek daring tidak jauh berbeda dengan pekerja pada umumnya.
Di sisi lain, pekerjaan sebagai pengemudi ojek daring yang jumlahnya
mencapai ratusan ribu orang hanya terikat pada dua perusahaan saja.

4. Perusahaan aplikasi perlu memberikan perlindungan kerja bagi pengemudi
ojek daringnya secara menyeluruh. Perlindungan kerja setidaknya
mencakup jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Asuransi
kecelakaan bagi pengemudi ojek daring tidak cukup hanya sebatas ketika
mengangkut penumpang namun seluruh waktu yang mereka alokasikan
untuk bekerja.

5. Pendapatan pengemudi ojek daring perlu ditingkatkan. Upaya-upaya
meningkatkan pendapatan bisa dilakukan tidak sebatas pada peningkatan
tarif dasar layanan kepada konsumennya saja. Perbaikan skema bagi hasil
antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring dapat ditinjau
ulang. Bagi hasil antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebesar 20:80
untuk GOJEK dan 10:90 untuk Grab masih menguntungkan penyedia
aplikasi. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong pembatasan jumlah

pengemudi ojek daring dalam beberapa waktu mendatang. Adanya
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pembatasan ojek daring melalui peraturan daerah perlu diawasi praktiknya
di lapangan.

. Perlunya para pengemudi ojek daring untuk membentuk sebuah asosiasi
atau sejenisnya secara legal untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi,
mengingat sistem hubungan kerja berbentuk mitra mengakibatkan tidak
dapat dibentuknya serikat pekerja. Keberadaan asosiasi sangat penting
untuk memberikan bargaining power para pengemudi dalam sebuah
pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Adanya asosiasi juga
penting untuk mengakomodir penyelesaian masalah jika terjadi

ketidakadilan hubungan kerja.
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